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Abstrak  
Pembangunan sedang dilakukan di berbagai daerah di seluruh Indonesia demi 
peningkatan pembangunan nasional. Namun masih saja terdapat masalah seperti 
pembangunan yang tidak merata antar wilayah desa dan kota. Sehingga untuk menguranginya 
pemerintah melakukan pembangunan yang di mulai dari desa. Desa diberikan kesempatan 
agar secara mandiri mengurus kegiatan pemerintahan dan diberikan bantuan dana untuk dapat 
membantu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bantuan dana yang 
diterima kemudian disebut dengan dana desa, yaitu dana Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) yang disediakan untuk desa yang diutamakan untuk proses kegiatan 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Desa Tebuk termasuk desa yang mendapat 
bantuan dana desa, namun pengelolan keuangan di Desa Tebuk masih terdapat permasalahan 
di bidang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana proses 
pengelolaan keuangan desa di Desa Tebuk dan untuk mengetahui kesesuaian proses 
pengelolaan keuangan desa di Desa Tebuk dengan pengelolaan keuangan desa berdasarkan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Data yang digunakan adalah data 
primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui metode wawancara dan observasi. 
Data sekunder diperoleh melalui metode dokumentasi penelusuran data-data di doukumen, 
buku, internet, laporan, dan lain-lain.  
 Hasil penelitian, secara garis besar menunjukan bahwa pengelolaan keuangan desa 
sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Namun masih 
ada beberapa ketentuan yang belum sesuai. Pertama pada tahap perencanaan terjadi 
keterlambatan dalam penetapan APBDesa yang disebabkan oleh kurangnya kemampuan 
aparat desa. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan juga mengalami keterlambatan dalam 
penyampaian laporan akhir realisasi kegiatan yang disebabkan oleh kendala dalam 
pelaksanaan pembangunan. Selain itu, pada tahap pertanggungjawaban juga mengalami 
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keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban. Hal ini disebabkan karena 
keterlambatan pencairan dana yang berakibat pada terlambatnya penyelesaiaan pekerjaan. 
Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Desa, Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, 
























1.1. Latar Belakang Penelitian  
Pembangunan sedang gencar-gencarnya dilakukan di berbagai daerah di seluruh 
Indonesia demi peningkatan pembangunan nasional. Namun dalam pembangunan ini masih 
saja terdapat masalah seperti pembangunan yang tidak merata antar wilayah desa dan kota. 
Sehingga untuk menguranginya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan 
pembangunan dari bawah atau dari dasar pemerintahan yaitu di mulai dari desa, karena desa  
merupakan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.  
Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Desa 
merupakan kumpulan masyarakat yang secara hukum mendiami suatu daerah yang dibatasi 
oleh wilayah yang berhak untuk menata dan menjalankan kegiatan pemerintahan dan 
membangun masyarakat yang sesuai dengan bentuk pemerintahan Negara Republik 
Indonesia. Desa diberikan kesempatan agar bisa mengurus, menjalankan dan mengelola 
kegiatan pemerintahan, mengelola kebutuhan masyarakat desanya, dan telah diberikan 
bantuan dana yang cukup untuk dapat membantu mengelola segala sumber  potensi yang ada 
pada desa sehingga bisa meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.  
Bantuan dana yang diterima kemudian disebut dengan dana desa, yaitu dana 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disediakan untuk desa yang 
diutamakan untuk proses kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Setiap tahun 
sejak tahun 2015 pemerintah mulai menganggarkan dana dan menyerahkannya kepada desa 
dan setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah. Selain bersumber dari dana desa, 





APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, Alokasi Dana Desa, bantuan 
keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kab/Kota, hibah & sumbangan, dan pendapatan desa yang sah. 
Dengan adanya bantuan dana desa ini pemerintahan desa diharapkan dapat 
mengoptimalkan penggunaan dana untuk meningkatkan pembangunan desa, ekonomi, dan 
kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah desa juga diharapkan bisa mengelola dana ini 
secara baik mulai dari merencanakan hingga mempertanggungjawabkan dana yang 
digunakan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dimana “Pengelolaan 
keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa”. 
Desa Tebuk adalah desa yang terdapat di Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka dengan 
luas wilayah desa 628 Ha, dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Desa 
Tebuk memiliki potensi dalam bidang pertanian/perkebunan dan dalam bidang kebudayaan 
desa memiliki 3 buah sanggar tari. Desa ini juga diberikan kepercayaan untuk mengurus dan 
mengatur sendiri segala bentuk kegiatan dan kepentingan desa dan masyarakat desanya.  
Berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa 
pengelolan keuangan desa di Desa Tebuk masih terdapat permasalahan di bidang 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Hal ini 
disebabkan oleh berbagai macam faktor antara lain kurangnya kemampuan aparat desa. 
Pengelolaan keuangan desa ini sudah diatur oleh negara melalui Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 20 Tahun 2018, dimana peraturan tersebut dapat dijadikan acuan dalam 
mengelola keuangan desa. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk 
melalukan penelitian mengenai pengelolaan keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 





1.2. Rumusan Masalah 
 Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana proses pengelolaan keuangan desa di Desa Tebuk ?  
2. Bagaimana kesesuaian pengelolaan keuangan desa di Desa Tebuk dengan pengelolaan 
keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018? 
1.3. Batasan Masalah 
 Pengelolaan keuangan desa di Desa Tebuk yang akan diteliti, di fokuskan pada 
tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban dengan menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 
Tahun 2018. 
1.4. Tujuan Penelitian 
 Tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Mengetahui dan menggambarkan bagaimana proses pengelolaan keuangan desa di 
Desa Tebuk. 
2. Mengetahui kesesuaian proses pengelolaan keuangan desa di Desa Tebuk dengan 
pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 
Tahun 2018. 
1.5. Manfaat Penelitian 
 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk : 
1. Penulis  
Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan peneliti tentang 





praktik tentang pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 20 Tahun 2018. 
2. Akademisi  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu bagi akademisi dan 
dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya. 
3. Pemerintah Desa Tebuk  
Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi dan masukan kepada 
Pemerintah Desa Tebuk dalam proses pengelolaan keuangan desa di Desa Tebuk 
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. 
 
1.6. Metode Penelitian 
1.6.1. Obyek dan Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan di Desa Tebuk, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, 
dengan obyek penelitian ini yaitu tentang pengelolaan keuangan desa di Desa 
Tebuk. 
 1.6.2. Populasi dan Sampel Penelitian 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005). 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Tebuk, 
Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka dengan jumlah sampel yang digunakan 
adalah sebanyak 6 sampel yaitu terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, 
Kaur Keuangan, Kasi Pemerintahan, Ketua Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) dan perwakilan masyarakat. Teknik pengambilan sampel dengan 





data dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sampel ini dikarenakan Kepala 
Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kasi Pemerintahan, Ketua BPD dan 
perwakilan masyarakat merupakan pihak-pihak yang terlibat secara langsung 
maupun tidak langsung dalam proses pengelolaan keuangan desa. 
1.6.3. Data Penelitian  
Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.  Data 
primer merupakan data atau infomasi yang didapatkan oleh peneliti sendiri 
melalui wawancara, observasi, atau survei. Data ini diperoleh melalui proses 
wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kasi 
Pemerintahan, Ketua BPD dan juga perwakilan dari masyarakat dan melalui 
observasi dengan mengamati obyek yang dihasilkan dari pembangunan fisik.  
Data sekunder merupakan data yang tidak perlu dicari lagi oleh peneliti atau 
data yang sudah tersedia. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi 
penelusuran data-data di dokumen pemerintah yang berisi gambaran umum 
desa dan peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan 
APBDesa dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. 
1.6.4. Metode Pengumpulan Data Penelitian  
 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 
1) Wawancara  
Wawancara merupakan komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih 
untuk memperoleh data dari narasumber. Teknik wawancara dilakukan kepada 
pengurus desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kasi 






2) Observasi  
Observasi adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengamati kejadian, 
proses, kondisi dan perilaku manusia yang menjadi objeknya secara langsung. 
Pada teknik observasi dilakukan dengan mengamati obyek yang dihasilkan 
dari pembangunan fisik desa. 
3) Dokumentasi 
Teknik dokumentasi dilakukan dengan melihat dan mengumpulkan dokumen 
milik pemerintah desa Tebuk seperti RPJMDesa, RKP Desa, APB Desa, dan 
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. 
1.6.5. Metode Analisis Data  
Metode penelitan yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik analisis data 
model Miles dan Huberman yang terdapat tiga langkah dalam analisis data kualitatif 
yaitu :  
1. Reduksi Data  
Reduksi data mengacu pada proses memilih, mengodekan, dan 
mengkategorikan data.  
2. Penyajian Data  
Penyajian data merujuk pada cara menunjukkan atau menyajikan data. 
Menggunakan data yang sudah di reduksi dan menyajikannya dengan cara 
yang terorganisasi dan singkat. Dengan penyajiaan data, menunjukkan pola 
dalam data yang dapat membantu untuk memahami data.  Penyajian data dapat 








3. Menarik Kesimpulan 
Tahap ini adalah tahap dimana menjawab pertanyaan penelitian dengan 
menentukan apa yang diwakili oleh tema yang diidentifikasi, dengan 
mempertimbangkan penjelasan untuk pola dan hubungan yang diteliti, atau 
dengan membuat kontras dan perbandingan. 
1.6.6. Uji Validitas  
Penelitian ini menggunakan metode validasi, yaitu member check. Demi 
mendapatkan validitas, data juga perlu didukung oleh dokumen perusahaan, arsip 
tercatat, observasi langsung, observasi partisipan. Validasi menggunakan member 
check akan melibatkan partisipan dalam proses validasi dengan cara memberikan 
transkrip wawancara agar partisipan dapat membenahi hasil wawancara dengan 
menambah ataupun mengurangi data hasil wawancara. 
 1.6.7. Uji Reliabilitas 
Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif, uji reliabilitas disebut juga 
dengan dependability yang dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap 
keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh editor atau pembimbing untuk 










1.7. Sistematika Pembahasan 
 Penulisan ini tersusun menjadi lima bagian dengan sistematika pembahasan sebagai 
berikut : 
Bab I : Pendahuluan 
Bab ini akan membahas tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 
penulisan. 
Bab II : Pengelolaan Keuangan Desa 
Bab ini akan membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan pengelolaan 
keuangan dana desa yang dipakai penulis, antara lain mengenai desa, dana desa, 
pemeritahan desa, dan pengelolaan keuangan desa 
Bab III : Gambaran Umum 
Bab ini akan membahas tentang gambaran umum desa terkait, sejarah singkat, 
struktur organisasi, tugas dan fungsi, visi dan misi pembangunan desa. 
Bab IV : Hasil dan Pembahasan 
Bab ini menunjukkan hasil dari penelitian dengan menggunakan data yang telah 
diperoleh yang diolah sesuai dengan metode yang telah di tetapkan. 
Bab V : Penutup 
Bab ini berisi tentang kesimpulan yang menunjukkan hasil penelitian secara ringkas.  
Saran-saran yang berisi langkah-langkah yang bisa diambil oleh pihak-pihak yang 








 Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
1. Terkait proses pengelolaan keuangan desa di Desa Tebuk 
Proses pengelolaan keuangan desa di Desa Tebuk diawali dengan musyawarah 
desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat untuk menyusun 
RPJMDesa, RKPDesa, dan kemudian menyusun rancangan APBDesa yang akan 
dibahas bersama BPD dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati. Setelah rancangan 
disetujui, Kaur dan Kasi pelasanakan kegiatan menyusun Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran, dan kemudian mengajukan Surat Pemintaan Pembayaran yang akan 
diajukan kepada Kaur Keuangan untuk melakukan pembayaran. Semua pengeluaran 
dan penerimaan dilakukan oleh Kaur Keuangan melalui rekening kas desa dan 
mencatat dalam buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan.  Selanjutnya Kepala 
Desa melaporkan laporan pelaksanaan semester pertama yang sudah dibahas bersama 
BPD, kepada Bupati pada bulan juni tahun anggaran berjalan. Setelah semua kegiatan 
di tahun anggaran tersebut selesai, kemudian Kepala Desa menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati pada bulan april tahun 
berikutnya, setelah tahun anggaran selesai. 
2. Terkait kesesuaian pengelolaan keuangan desa di Desa Tebuk dengan 
PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018. 
Secara keseluruhan proses pengelolaan keuangan desa di Desa Tebuk sudah 
sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.  Namun masih ada beberapa 





terdapat pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggungjawaban. 
Ketidaksesuaian pada tahap-tahap ini terjadi karena adanya faktor keterlambatan 
dalam beberapa proses yang dilalui. 
a. Tahap perencanaan terjadi keterlambatan dalam menetapkan peraturan desa, yang 
disebabkan oleh kurangnya kemampuan aparat desa dalam menyusun rancangan 
APBDesa dan juga karena tidak ada pendampingan teknis dari pendamping teknis 
kecamatan, sehingga hasil yang diperoleh tidak maksimal. 
b.  Tahap pelaksanaan terjadi keterlambatan dalam proses penyampaian laporan 
akhir realisasi pelaksanaan, yang disebabkan oleh terjadinya kendala eksternal 
dalam pelaksanaan pembangunan yang menghambat pekerjaan.  
c. Tahap pertanggungjawaban terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan 
pertanggungjawaban realisasi kepada bupati, yang disebabkan oleh pekerjaan 
yang dilakukan sampai akhir tahun anggaran belum selesai yang dipengaruhi oleh 
pencairan dana tahap akhir yang terlambat dicairkan, sehingga menyebabkan 
pekerjaan fisik terlambat. Selain faktor keterlambatan tersebut diatas, pada tahan 
pertanggungjawaban juga terdapat satu lagi ketidaksesuaian yaitu terkait dengan 
penyampaian informasi melalui media mengenai laporan pelaksanaan dan laporan 
pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada masyarakat  yang belum 
dilakukan oleh pemerintah desa. Penyampaian biasanya dilakukan melalui 
musyawah LKPJ yang belum dilaksanakan akibat dari adanya wabah Covid-19 
dan adanya aturan PSBB.  
Sedangkan untuk tahap penatausahaan dan tahap pelaporan secara keseluruhan proses 






5.2. Saran  
Proses pengelolaan keuangan desa yang dilakukan pemerintah desa Tebuk sebaiknya 
dilakukan mengikuti ketentuan yang terdapat pada Permendagri.  
Untuk tahapan yang belum sesuai, maka penulis memberi saran sebagai berikut : 
1. Untuk tahap perencanaan dimana terjadi keterlambatan dalam menetapkan 
peraturan desa, yang disebabkan oleh kurangnya kemampuan aparat desa dalam 
menyusun rancangan APBDesa, hal tersebut dapat diatasi meningkatkan 
kompetensi Sumber Daya Manusia melalui pelatihan pengelolaan keuangan desa 
yang diselenggarakan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. 
2. Untuk tahap pelaksanaan dimana terjadi keterlambatan dalam proses penyampaian 
laporan akhir realisasi pelaksanaan, yang disebabkan oleh terjadinya kendala 
eksternal dalam pelaksanaan pembangunan yang menghambat pekerjaan seperti : 
a. Adanya kendala keterlambatan pengantaran material oleh pemasok :   
Aparat desa harus membuat kesepakatan dengan pemasok dimana 
pemasok harus memberitahukan aparat desa jika terjadi keterlambatan 
dapat dicarikan alternatif lain untuk mempercepat proses pekerjaan 
pengiriman material dan membuat perjanjian mengenai batas waktu 
keterlambatan pengiriman. 
b. Cuaca buruk yang menyebabkan beberapa titik di lokasi terendam air dan 
berlumpur : sebelum melaksanakan pembangunan, sebaiknya melakukan 
penanganan terlebih dahulu seperti menimbun titik-titik yang berpotensi 
terendam air dan menjadi berlumpur. Selain itu menjadwalkan 





c. Kendala lahan proyek akibat pemilik lahan yang tidak konsisten : 
Sebaiknya kesepakan antara pihak desa dan pihak pemilik lahan dibuat 
dalam bentuk perjanjian dan bermaterai sehingga kesepakatan menjadi 
resmi. 
3. Untuk tahap pertanggungjawaban dimana terjadi keterlambatan dalam 
penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi kepada bupati, yang 
disebabkan oleh keterlambatan pencairan dana tahap akhir.  
Sebaiknya pemerintah pusat dan daerah lebih mempermudah setiap tahapan dalam 
pencairan dana, sehingga dana tidak terlalu terlambat dan dapat diserap dengan 
cepat dan tepat, sehingga pekerjaan dapat selesai sebelum akhir tahun anggaran. 
Untuk penyampaian informasi melalui media, pemerintah bisa memanfaatkan 
media sosial seperti Facebook untuk membagikan informasi mengenai 
pertanggungjawaban realisasi APB Desa, karena sudah banyak masyarakat yang 
menggunakan facebook, pemerintah desa bisa juga membuat poster atau baliho 
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LAMPIRAN 1. WAWANCARA KEPALA DESA 
Nama : Waldetrudis Neang 
Tugas : Kepala Desa 
A. Perencanaan 
No Pertanyaan Jawaban 
1. Apa saja yang termasuk di dalam 
perencanaan pengelolaan keuangan desa 
? 
Hmm… Perencanaan pengelolaan keuangan 
desa berisi perkiraan pendapatan dan belanja 
desa untuk jangka waktu 1 tahun. 
2. Bagaimana proses perencanaan APBDes 
di desa Tebuk? 
 
 
Ada musyawarah desa bersama dulu untuk 
tampung aspirasi, lalu nanti susun RPJM 
desa untuk 6 tahun, lalu RKP desa untuk 1 
tahun.. APBDes disusun berdasarkan RKP 
desa itu. 
3. Siapa saja yang terlibat dalam 
perencanaan APBDes? 
Ada pemerintah desa, BPD, tokoh 
masyarakat. 
4. Apakah sekretaris desa menyusun 
rancangan APBDesa berdasarkan 
RKPDesa tahun berkenaan ? kapan 
dilakukan?  
Ya. Sekretaris bertugas untuk menyusun 
RAPBDesa. 
5. Apakah ada pedoman penyusunan APB 
desa yang diatur dengan peraturan bupati 
? Apakah sekretaris desa menyusun 
RAPBDesa sesuai pedoman tersebut? 
Iya. Ada. 
6. Apakah sekretaris menyampaikan 
rancangan APBDesa  kepada kepala desa 
dan BPD, untuk di bahas bersama? 
Ya. Setelah disusun disampaikan ke saya 
utuk dilihat lagi, lalu nanti kita undang BPD 
untuk bahas bersama. 
7. Berapa lama waktu yang dibutuhkan 
untuk mencapai kesepakatan RAPBD 
yang diajukan ? 
Biasanya 1 bulan sebelum bulan oktober. 
8. Apa yang akan dilakukan jika BPD   
tidak menyepakati rancangan APBD ?  
Adakan musyawarah lagi untuk capai 
kesepakatan, tapi selama ini BPD selalu 
sepakat dengan hasil rancangan. 
9.  Apakah setelah memperoleh kesepakatan 
Kepala Desa lalu menyiapkan rancangan 
peraturan kepala desa ? 
Ya. Setelah sepakat saya akan siapkan 
perkades lalu diserahkan ke Sekdes untuk 
disusun. 
10.  Setelah disepakati, apakah rancangan 
APB disampaikan oleh Kepala Desa 
kepada Bupati? Bagaimana prosesnya 
dan berapa lama waktu yang 
dibutuhkan? 
Ya. Dilaksanakan asistensi dan verifikasi 
dulu oleh DPMD lalu di sampaikan ke 
bupati biasanya 3-4 hari. 
11. Berapa lama Bupati menetapkan hasil 
evaluasi dan bagaimana prosesnya? 
 
Bupati bisa undang kades atau perangkat 
lain untuk ikut dalam proses evaluasi, lalu  





 setelah rancangan diterima. 
12. Jika Bupati tidak memberikan hasil 
evaluasi dalam batas waktu, apakah 
rancangan Perdes akan berlaku dengan 
sendirinya ?  
Perdes akan berlaku dengan sendirinya. 
13. Apakah Bupati bisa memberikan 
kewenangan evaluasi kepada pihak lain? 
Siapa dan bagaimana prosesnya? 
Ya. Kepada DPMD. 
14. Apa yang terjadi jika hasil evaluasi tidak 
ditindaklanjuti oleh Kades? 
 
Hmm..itu nanti rancangan APBDes tidak 
dapat ditetapkan dan nanti dibatalkan 
Bupati. Tapi saya selalu menindaklanjuti 
hasil evaluasi. 
15.  Setelah dievaluasi apakah rancangan 
APBDes ditetapkan menjadi Peraturan 
Desa oleh Kepala Desa ? Kapan 
peraturan tersebut ditetapkan ? 
Bagaimana dengan rancangan peraturan 
kepala desa ? 
Ya. Setelah evaluasi saya tetapkan jadi 
perdes. Untuk tanggal penetapan bisa dilihat 
di perdesnya sendiri, itu pada bulan maret. 
Perkades dijadikan landasan operasional 
pelaksana APBDes, bisa dilihat di perdes. 
16. Kapan Kepala Desa menyampaikan 
Peraturan desa dan Peraturan kepala desa 
kepada Bupati ? 
Perdes dan perkades itu disampaikan lagi ke 
Bupati 3 hari setelah ditetapkan. 
17. Apakah perubahan APB Desa dapat 
dilakukan? Dalam keadaan seperti apa 
dan bagimana prosesnya? 
 
Perubahan jika ada pengurangan atau 
penambahan anggaran, jika terjadi peristiwa 
khusus seperti bencana, krisis ekonomi, dan 
perubahan mendesak atas kebijakan 
pemerintah. 
18. Apakah dalam proses perencanaan 
Kepala Desa menyampaikan informasi 
mengenai APB kepada masyarakat ? Jika 
iya, informasi apa sajakah yang 
disampaikan ? 
Ya, kami sampaikan kepada masyarakat 




No Pertanyaan Jawaban 
1. Apa saja yang termasuk dalam tahap 
pelaksanaan pengeolaan keuangan di 
desa Tebuk ? 
Kegiatan penerimaan dan pengeluaran dana 
desa. 
 
2. Berasal dari mana saja penerimaan dan 
pengeluaran desa ? 
Penerimaan dari dana desa, PAD, ADD, 
bagi hasil pajak, kalau pengeluaran itu untuk 
belanja desa. 
3. Bagaimana proses pembuatan rekening 
kas desa ? Apakah semua penerimaan 
dan pengeluaran desa dilakukan melalui 
rekening kas desa? 
Ya, penerimaan dan pengeluaran desa, 
dilakukan lewat rekening kas desa dengan 
ditandatangani oleh saya dan bendahara. 
 
4. Apakah ada ketentuan tentang jumlah 








5.  Apakah nomor rekening desa dilaporkan 
ke Bupati ? 
Ya, dilaporkan ke bupati nanti digunakan 
untuk sebagai pengendalian penyaluran 
dana. 
6. Apakah kaur dan kasi pelaksana 
anggaran menyusun Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) setelah 
peraturan desa tentag APB Desa dan 
peraturan kepala desa tentang 
penjabaran APB Desa ditetapkan? 
Berapa lama prosesnya? 
Biasanya 3 hari kerja. 
7. Apa saja isi DPA yang disusun? Ada rencana kegiatan dan anggaran desa, 
rencana kerja, dan rencana anggaran biaya. 
8. Bagaimana proses persetujuan 
rancangan DPA yang dibuat oleh kaur 
dan kasi pelaksana anggaran? Berapa 
lama waktu yang dibutuhkan? 
DPA dibuat lalu diserahkan ke saya melalui 
sekdes, dengan lama 6 hari kerja. 
9. Apa yang harus dilakukan jika terjadi 
perubahan peraturan desa tentang APB 
Desa yang menyebabkan adanya 
perubahan anggaran? Bagaimana 
prosesnya dan berapa lama? 
Jika terjadi perubahan perdes, saya akan 
menugaskan kembali kaur dan kasi untuk 
menyusun DPPA. 
10. Setelah DPA disetujui oleh Kepala 
Desa, apakah kaur keuangan kemudian 
menyusun Rancangan RAK?  
Ya. 
11. Apa saja yang diatur dalam RAK Desa 
yang telah disusun? Apakah termasuk 
kas masuk dan kas keluar dari rekening 
kas Desa? apa saja isi dari kas masuk 
dan kas keluar dan prosesnya? Siapa 
pihak yang bertanggungjawab dan 
menyetujui bukti dari kas masuk dan kas 
keluar ? 
Ya, yang diatur dalam RAK itu tentang kas 
masuk dan kas keluar dari rekening kas 
desa. 
Kas masuk berisi pendapatan desa, kas 
keluar berisi pengeluaran desa. 
Pihak yang bertanggungjawab untuk bukti 
itu ada saya sebagai kades dan pelaksana 
kegiatan. 
12. Siapa yang bertanggung jawab dalam 
pengeluaran belanja pada APB Desa? 
Seperti yang di bilang sebelumnya ada kades 
dan pelaksana kegiatan. 
13. Apakah kegiatan yang dilaksanakan 
berdasarkan DPA yang telah disetujui 
termasuk pengadaan melalui swakelola 
dan penyediaan barang/jasa? Apa saja 
kegiatannya dan bagaimana prosesnya? 
Ya, kegiatan dilakukan melalui swakelola 
dan penyediaan barang dan jasa. 
14. Kapan Kaur dan kasi harus mengajukan 
Surat Permintaan Pembayaran (SPP)? 
Apa saja persyaratannya? Dan berapa 
waktu yang dibutuhkan? 
Pengajuan SPP itu setiap pelaksanaan 
kegiatan yang sesuai dengan DPA. 
15. Bagaimana penggunaan anggaran yang 
diterima dari pengajuan SPP apakah 
memilki batas waktu ? Jika iya, apa 
yang akan dilakukan jika dalam hal 
pembayaran belum dilakukan dalam 
batas waktu yang telah ditentukan  ? 
Dana harus dikembalikan ke kaur keuangan 
untuk disimpan. 





dilakukan sebelum barang/jasa 
diterima? 
diterima. 
17. Kapan kaur keuangan boleh melakukan 
pembayaran atas SPP ? 
Setelah dokumen lengkap akan saya setujui 
baru kaur keuangan bisa melakukan 
pembayaran. 
18. Dokumen apa saja yang dilampirkan 
dalam pengajuan SPP? 
Ada surat pengantar, pernyataan tanggung 
jawab belanja, dan bukti penerimaan. 
19. Kapan waktu untuk kaur dan kasi 
pelaksanan kegiatan anggaran 
menyampaikan laporan akhir realisasi 
pelaksanaan pekerjaan?  
Biasanya 1 bulan. 
20. Apakah kaur dan kasie menyusun RAB 
dari anggaran belanja tak terduga? 
Ya, mereka akan menyusun RAB jika ada 
anggaran belanja tak terduga, nanti akan 
saya setujui lalu serahkan ke bupati biasanya 
1 bulan. 
21. Kapan pengajuan DPA menjadi DPAL 
dilakukan ? 
Pengajuan DPAL itu kalau ada kegiatan 
yang belum selesai, DPAL jadi dasar untuk 
selesaikan kegiatan yang belum selesai tadi 
di tahun anggaran berikutnya. 
22. Bagaimana proses pembentukan dan 
pencairan dana cadangan?  
Dana cadangan dilakukan apabila ada 
kegiatan yang ditidak dapat didanai dalam 1 
tahun anggaran yang ditetapkan dalam 
perdes. 
23. Bagaimana pembagian pengolaan 
APBDesa Tebuk? 
Ada 5 bidang. Ada bidang penyelenggaraan 
pemerintah, pembangunan, pembinaan, 
pemberdayaan dan penanggulangan 
bencana. 
24. Kendala apa saja yang ditemui dalam 
pelaksanaan kegiatan yang berhubungan 
dengan APBDesa? 
 
Di bidang penyelenggaraan dan pembinaan 
dianggrakan dari ADD, PADes, dan BHP 
yang besarnya dana minim sehingga tidak 




No  Pertanyaan  Jawaban  
1. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat 
dalam penatausahaan APBDesa ?  
Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan. 
2. Kegiatan apa saja yang dilakukan 
dalam penatausahaan keuangan ? 
Mencatat penerimaan dan pengeluaran desa. 
3. Dokumen apa saja yang digunakan 
kaur keuangan dalam melakukan 
penatausahaan keuangan ?  
Buku kas umum dan buku rekening kas desa. 
4. Terdiri dari apa saja dokumen 
tersebut? 
Ada dokumen-dokumen terkait, seperti kuitansi 
dan lainnya. 
5.   Apakah pengeluaran APBD 
dilakukan berdasarkan RAK? 
Ya.  
6.  Apa saja bukti yang harus 
dilampirkan saat penggunaan APB 







7.  Siapa yang menandatangani bukti 
pengeluaran APBD ? 
Bendahara dan juga yang terima dana 
8. Kapan kaur keuangan melaporkan 
buku kas umum kepada sekretaris 
desa ? 
Tiap akhir bulan. 
 
D. Pelaporan 
No Pertanyaan Jawaban 
1. Bagaimana proses penyusunan 
laporan pelaksanaan APBDesa ? 
 
Laporan disusun berdasarkan 
pertanggungjawaban terhadap penggunaan 
dana yang diterima dan tahapan perkembangan 
pelaksanaan kegiatan.  
2. Kepada siapa laporan pelaksanaan 
APBDesa tersebut disampaikan ?  
Disampaikan ke bupati melalui camat. 
3. Apa saja laporan yang terdapat dalam 
laporan pelaksanaan APBDesa 
tersebut ? 
Laporannya itu ada laporan realisasi dan 
pelaksanaan APBDesa. 
4. Kapan laporan-laporan tersebut 
disampaikan kepada bupati ? 
 
Tiap semester pada bulan juli dan desember. 
 
E. Pertanggungjwaban 
No  Pertanyaan  Jawaban  
1. Kapan pemerintah desa melaporkan 
pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDesa dan kepada 
siapa?  
Dilaporkan 3 bulan setelah akhir tahun 
anggaran kepada bupati dan juga ke BPD dan 
ke masyarakat. 
2. Apakah kepala desa telah melaporkan 
pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDesa ? 
Ya  
3. Terdiri dari apa saja isi laporan 
pertanggungjawaban realisasi 
APBDesa tersebut ? 
 
Laporan itu isi tanggung jawab kegiatan 
pemerintah desa mengenai semua anggaran dan 
kegiatan dalam APBDesa yang sudah 
dilaksanakan. 
4. Apakah pemerintah desa telah 
menyampaikan laporan realisasi 
anggaran pelaksanaan APBDesa 
melalui media tertentu ? jika ada, 
media apa sajakah itu ? 
Tidak melalui media tapi nanti diadakan rapat 
dengan perwakilan masyrakat. 
5. Kapan laporan realisasi dan 
pertanggungjawaban disampaikan 
kepada masyarakat ? 
Biasanya setelah akhir tahun anggaran setelah 
di laporkan ke bupati. 
6. Informasi apa sajakah yang 
disampaikan kepada masyarakat 
dalam pertanggungjawaban 
RAPBDesa ? 





LAMPIRAN 2. WAWANCARA SEKRETARIS DESA 
Nama : Agustina Bela 
Tugas : Sekretaris Desa 
A. Perencanaan 
No  Pertanyaan Jawaban 
1. Apa saja yang termasuk di dalam 
perencanaan pengelolaan keuangan desa 
? 
Itu kegiatan untuk memperkirakan 
pendapatan dan belanja dalam 1 tahun. 
2. Bagaimana proses perencanaan APBDes 
di desa Tebuk? 
Perencanaan keuangan itu kegiatan untuk 
memperkirakan pendapatan dan belanja 
dalam kurun waktu tertentu dimasa akan 
datang. Perencanaan tersusun di RPJM Desa 
dan RKP Desa yang jadi dasar penyusunan 
APBDesa yang jadi hasil perencanaan 
keuangan. 
3. Siapa saja yang terlibat dalam 
perencanaan APBDes? 
Ada aparat desa, BPD, tokoh masyarakat. 
 
4. Apakah sekretaris desa menyusun 
rancangan APBDesa berdasarkan 
RKPDesa tahun berkenaan ? kapan 
dilakukan?  
Iya. Disusun berdasarkan RKP dan dipakai 
untuk menyusun rancangan peraturan desa. 
5. Apakah ada pedoman penyusunan APB 
desa yang diatur dengan peraturan bupati 
? Apakah sekretaris desa menyusun 
RAPBDesa sesuai pedoman tersebut? 
Ada, menggunakan Perda No 1 Tahun 2019. 
6. Apakah sekretaris menyampaikan 
rancangan APBDesa  kepada kepala desa 
dan BPD, untuk di bahas bersama? 
Biasanya saya sampaikan setelah selesai 
disusun. 
7. Berapa lama waktu yang dibutuhkan 
untuk mencapai kesepakatan RAPBD 
yang diajukan ? 
1 bulan. 
8. Apa yang akan dilakukan jika BPD   
tidak menyepakati rancangan APBD ?  
Akan diadakan musyarawah bersama. 
9.  Apakah setelah memperoleh kesepakatan 
Kepala Desa lalu menyiapkan rancangan 
peraturan kepala desa ? 
Iya. Saya yang akan menyusun perkades. 
10.  Setelah disepakati, apakah rancangan 
APB disampaikan oleh Kepala Desa 
kepada Bupati? Bagaimana prosesnya 
dan berapa lama waktu yang 
dibutuhkan? 
Iya. Dilakukan asitensi dulu di kecamatan 
lalu kabupaten ke bupati.  
11. Berapa lama Bupati menetapkan hasil 
evaluasi dan bagaimana prosesnya? 





12. Jika Bupati tidak memberikan hasil 
evaluasi dalam batas waktu, apakah 
rancangan Perdes akan berlaku dengan 
sendirinya ? 
Rancangan peraturan desa dengan 
sendirinya akan berlaku. 
13. Apakah Bupati bisa memberikan 
kewenangan evaluasi kepada pihak lain? 
Siapa dan bagaimana prosesnya? 
Iya, ke DPMD. 
14. Apa yang terjadi jika hasil evaluasi tidak 
ditindaklanjuti oleh Kades? 
Rancangan APBDes akan dibatalkan bupati 
dan menurut aturan akan diberlakukan pagu 
tahun sebelumnya. 
15.  Setelah dievaluasi apakah rancangan 
APBDes ditetapkan menjadi Peraturan 
Desa oleh Kepala Desa ? Kapan 
peraturan tersebut ditetapkan ? 
Iya  
 
16. Kapan Kepala Desa menyampaikan 
Peraturan desa dan Peraturan kepala desa 
kepada Bupati ? 
Disampaikan 3 hari setelah ditetapkan. 
17. Apakah perubahan APB Desa dapat 
dilakukan? Dalam keadaan seperti apa 
dan bagimana prosesnya? 
Ya, apabila terjadi kejadian luar biasa seperti 
bencana alam dan lainnya. 
18. Apakah dalam proses perencanaan 
Kepala Desa menyampaikan informasi 
mengenai APB kepada masyarakat ? Jika 
iya, informasi apa sajakah yang 
disampaikan ? 
Ya , ada informasi yang disampaikan yaitu 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. 
 
B. Pelaksanaan 
No Pertanyaan Jawaban 
1. Apa saja yang termasuk dalam tahap 
pelaksanaan pengeolaan keuangan di 
desa Tebuk ? 
Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan 
desa merupakan implementasi atau eksekusi 
dari APBDesa. Termasuk diantaranya 
peruses pengadaan barang/jasa serta proses 
pembayaran. 
2. Berasal dari mana saja penerimaan dan 
pengeluaran desa ? 
Penerimaan dari PAD, ADD, dana desa, dan 
bagi hasil pajak.  
Pengeluaran  untuk belanja desa. 
3. Bagaimana proses pembuatan rekening 
kas desa ? Apakah semua penerimaan 
dan pengeluaran desa dilakukan melalui 
rekening kas desa? 
Iya, semua penerimaan dan pengeluaran 
melalui rekeneing kas desa.  
4. Apakah ada ketentuan tentang jumlah 
uang tunai yang dapat disimpan oleh 
Desa?  
Iya, ada. Di atur dalam peraturan bupati. 
5.  Apakah nomor rekening desa dilaporkan 
ke Bupati ? 
Iya. 
6. Apakah kaur dan kasi pelaksana 
anggaran menyusun Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) setelah 





peraturan desa tentag APB Desa dan 
peraturan kepala desa tentang 
penjabaran APB Desa ditetapkan? 
Berapa lama prosesnya? 
7. Apa saja isi DPA yang disusun? Rencana kegiatan dan anggran desa, rencana 
kerja kegiatan, rencana anggaran biaya. 
8. Bagaimana proses persetujuan 
rancangan DPA yang dibuat oleh kaur 
dan kasi pelaksana anggaran? Berapa 
lama waktu yang dibutuhkan? 
Setelah dibuat nanti diserahkan ke saya 
untuk diverifikasi dulu, biasanya 15 hari 
kerja, lalu nanti saya serahkan ke kades 
untuk disetujui. 
 
9. Apa yang harus dilakukan jika terjadi 
perubahan peraturan desa tentang APB 
Desa yang menyebabkan adanya 
perubahan anggaran? Bagaimana 
prosesnya dan berapa lama? 
Kades akan menugaskan kaur dan kasi untuk 
menyusun DPPA, nanti saya verifikasi 
sebelum serahkan ke kades. 
10. Setelah DPA disetujui oleh Kepala 
Desa, apakah kaur keuangan kemudian 
menyusun Rancangan RAK?  
Iya. 
11. Apa saja yang diatur dalam RAK Desa 
yang telah disusun? Apakah termasuk 
kas masuk dan kas keluar dari rekening 
kas Desa? apa saja isi dari kas masuk 
dan kas keluar dan prosesnya? Siapa 
pihak yang bertanggungjawab dan 
menyetujui bukti dari kas masuk dan kas 
keluar ? 
Kas masuk berisi pendapatan desa, 
sedangkan kas keluar berisi semua 
pengeluaran belanja desa. 
 
12. Siapa yang bertanggung jawab dalam 
pengeluaran belanja pada APB Desa? 
Kepala Desa dan kaur dan kasi pelaksana 
anggaran. 
13. Apakah kegiatan yang dilaksanakan 
berdasarkan DPA yang telah disetujui 
termasuk pengadaan melalui swakelola 
dan penyediaan barang/jasa? Apa saja 
kegiatannya dan bagaimana prosesnya? 
Iya,kegiatan mengutamakan bahan yang ada 
didesa dan gotong royong dari masyarakat. 
14. Kapan Kaur dan kasi harus mengajukan 
Surat Permintaan Pembayaran (SPP)? 
Apa saja persyaratannya? Dan berapa 
waktu yang dibutuhkan? 
Pengajuan SPP harus sesuai DPA dan wajib 
menyertakan laporan pelaksanaan kegiatan. 
15. Bagaimana penggunaan anggaran yang 
diterima dari pengajuan SPP apakah 
memilki batas waktu ? Jika iya, apa 
yang akan dilakukan jika dalam hal 
pembayaran belum dilakukan dalam 
batas waktu yang telah ditentukan  ? 
Dana hasil pengajuan harus dikembalikan 
kepada kaur keuangan untuk disimpan di kas 
desa. 
16. Apakah kaur dan kasi menyampaikan 
bukti transaksi kepada sekdes ? 
Iya, bukti transaksi nanti akan saya periksa 
lagi sesuai atau tidak. 
17. Apakah pengajuan SPP tidak boleh 
dilakukan sebelum barang/jasa 
diterima? 
Iya, pengajuaan SPP harus dilakukan setelah 
barang diterima. 





pembayaran atas SPP ? 
19. Dokumen apa saja yang dilampirkan 
dalam pengajuan SPP? 
Itu ada surat pengantar, pernyataan tanggung 
jawab belanja, dan bukti penerimaan barang 
dan jasa, yang akan saya periksa lagi. 
20. Kapan waktu untuk kaur dan kasi 
pelaksanan kegiatan anggaran 
menyampaikan laporan akhir realisasi 
pelaksanaan pekerjaan?  
1 bulan. 
21. Apakah kaur dan kasie menyusun RAB 
dari anggaran belanja tak terduga? 
Iya, nanti akan saya verifikasi sebelum 
dilaporkan ke kades.  
22. Kapan pengajuan DPA menjadi DPAL 
dilakukan ? 
Pengajuan DPA jadi DPAL jika ada 
kegiatan yang belum selesai, prosesnya 
diajukan dengan menyampaikan laporan 
akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan 
anggaran ke kades, saya akan cocokan dulu 
anggaran dengan kegiatan sebelum 
disahkan. 
23. Bagaimana proses pembentukan dan 
pencairan dana cadangan?  
Dana cadangan di bentuk ketika ada 
kegiatan yang tidak dapat di danani dalam 1 
tahun. 
24. Bagaimana pembagian pengolaan 
APBDesa Tebuk? 
Pembagiannya untuk bidang 
penyelenggaraan pemerintah, bidang 
pelaksanaan pembangunan, bidang 
pembinaan kemasyarakatan, bidang 
pemberdayaan masyarakat dan bidang 
penanggulangan bencana darurat dan 
mendesak. 
25. Kendala apa saja yang ditemui dalam 
pelaksanaan kegiatan yang berhubungan 
dengan APBDesa? 
 
Adanya dana yang minim sehingga ada 
beberapa kegiatan di beberapa bidang yang 
tidak bisa dilaksanakan. 
 
C. Penatausahaan  
No  Pertanyaan  Jawaban  
1. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat 
dalam penatausahaan APBDesa ?  
Kaur keuangan  
2. Kegiatan apa saja yang dilakukan 
dalam penatausahaan keuangan ? 
Mencatat penerimaan dan pengeluaran desa. 
3. Dokumen apa saja yang digunakan 
kaur keuangan dalam melakukan 
penatausahaan keuangan ?  
Ada buku kas umum dan rekening desa. 
4. Terdiri dari apa saja dokumen 
tersebut? 
Dokumen itu ada buku pajak, buku bank, buku 
panjar, kuitansi dan lainnya 
5.   Apakah pengeluaran APBD 
dilakukan berdasarkan RAK? 
Iya benar. 
6.  Apa saja bukti yang harus 
dilampirkan saat penggunaan APB 
desa? 






7.  Siapa yang menandatangani bukti 
pengeluaran APBD ? 
Bendahara, kades, dan penerima dana. 
8. Kapan kaur keuangan melaporkan 
buku kas umum kepada sekretaris 
desa ? 
Setiap akhir bulan. 
 
D. Pelaporan 
No  Pertanyaan  Jawaban  
1. Bagaimana proses penyusunan 
laporan pelaksanaan APBDesa ? 
 
Laporan disusun berdasarkan laporan realisasi 
pelaksanaan APBDes setiap semester yang 
disampaikan kepada bupati melalui camat.  
2. Kepada siapa laporan pelaksanaan 
APBDesa tersebut disampaikan ?  
Ke bupati melalui camat. 
3. Apa saja laporan yang terdapat dalam 
laporan pelaksanaan APBDesa 
tersebut ? 
Laporan realisasi semua biaya yang dipakai 
untuk  melaksanakan kegiatan. 
4. Kapan laporan-laporan tersebut 





No  Pertanyaan  Jawaban  
1. Kapan pemerintah desa melaporkan 
pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDesa dan kepada 
siapa?  
Nanti kades menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada 
bupati melalui camat setiap akhir tahun 
anggaran. 
2. Apakah kepala desa telah melaporkan 
pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDesa ? 
Iya sudah. 
3. Terdiri dari apa saja isi laporan 
pertanggungjawaban realisasi 
APBDesa tersebut ? 
 
Laporan realisasi semua anggaran pendapatan 
dan biaya yang dikeluarkan. 
4. Apakah pemerintah desa telah 
menyampaikan laporan realisasi 
anggaran pelaksanaan APBDesa 
melalui media tertentu ? jika ada, 
media apa sajakah itu ? 
Tidak ada. 
5. Kapan laporan realisasi dan 
pertanggungjawaban disampaikan 
kepada masyarakat ? 
3 bulan setelah akhir tahun anggaran 
disampaikan melalui rapat kepada BPD, tokoh 
masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh 
perempuan, perwakilan saja. 
6. Informasi apa sajakah yang 
disampaikan kepada masyarakat 
dalam pertanggungjawaban 
RAPBDesa ? 







LAMPIRAN 3. WAWANCARA KAUR KEUANGAN 
Nama : Petronela N.S. Kuki 
Tugas : Kaur Keuangan 
A. Perencanaan 
No  Pertanyaan Jawaban 
1. Apa saja yang termasuk di dalam 
perencanaan pengelolaan keuangan 
desa ? 
Perkiraan pendapatan dan belanja desa untuk 
waktu 1 tahun. 
2. Bagaimana proses perencanaan 
APBDes di desa Tebuk? 
APBDes disusun berdasarkan RKPDesa. 
3. Siapa saja yang terlibat dalam 
perencanaan APBDes? 
Pemerintah desa, BPD, perwakilan masyarakat. 
 
4. Apakah sekretaris desa menyusun 
rancangan APBDesa berdasarkan 
RKPDesa tahun berkenaan ? kapan 
dilakukan?  
Iya. 
5. Apakah ada pedoman penyusunan 
APB desa yang diatur dengan 
peraturan bupati ? Apakah sekretaris 
desa menyusun RAPBDesa sesuai 
pedoman tersebut? 
Ada  
6. Apakah sekretaris menyampaikan 
rancangan APBDesa  kepada kepala 
desa dan BPD, untuk di bahas 
bersama? 
Iya. 
7. Berapa lama waktu yang dibutuhkan 
untuk mencapai kesepakatan RAPBD 
yang diajukan ? 
1 bulan. 
8. Apa yang akan dilakukan jika BPD   
tidak menyepakati rancangan APBD? 
Mengadakan musyawarah bersama. 
9.  Apakah setelah memperoleh 
kesepakatan Kepala Desa lalu 
menyiapkan rancangan peraturan 
kepala desa ? 
Iya. 
10.  Setelah disepakati, apakah rancangan 
APB disampaikan oleh Kepala Desa 
kepada Bupati? Bagaimana prosesnya 
dan berapa lama waktu yang 
dibutuhkan? 
Iya, setelah asistensi dari DPMD. 
11. Berapa lama Bupati menetapkan hasil 
evaluasi dan bagaimana prosesnya? 
20 hari setelah rancangan diterima. 
12. Jika Bupati tidak memberikan hasil 






rancangan Perdes akan berlaku 
dengan sendirinya ?  
13. Apakah Bupati bisa memberikan 
kewenangan evaluasi kepada pihak 
lain? Siapa dan bagaimana 
prosesnya? 
Iya, DPMD. Melakukan asitensi dan verifikasi. 
14. Apa yang terjadi jika hasil evaluasi 
tidak ditindaklanjuti oleh Kades? 
Rancangan APBD tidak dapat ditetapkan. 
15.  Setelah dievaluasi apakah rancangan 
APBDes ditetapkan menjadi 
Peraturan Desa oleh Kepala Desa ? 
Kapan peraturan tersebut ditetapkan ? 
Iya, untuk tahun 2019 ditetapkan bulan maret. 
16. Kapan Kepala Desa menyampaikan 
Peraturan desa dan Peraturan kepala 
desa kepada Bupati ? 
3 hari setelah ditetapkan. 
17. Apakah perubahan APB Desa dapat 
dilakukan? Dalam keadaan seperti 
apa dan bagimana prosesnya? 
 
Iya, jika terjadi penambahan atau pengurangan 
anggaran desa pada tahun berjalan, atau terjadi 
perubahan mendesak atas kebijakan 
pemerintahan. 
18. Apakah dalam proses perencanaan 
Kepala Desa menyampaikan 
informasi mengenai APB kepada 
masyarakat ? Jika iya, informasi apa 
sajakah yang disampaikan ? 
Iya, menyampaikan pendapatan desa dan 
anggaran belanja desa pada tahun berjalan. 
 
B. Pelaksanaan 
No Pertanyaan Jawaban 
1. Apa saja yang termasuk dalam tahap 
pelaksanaan pengeolaan keuangan di 
desa Tebuk ? 
Pengeluaran dan penerimaan desa melalui 
rekening kas desa. 
2. Berasal dari mana saja penerimaan dan 
pengeluaran desa ? 
PADes, DDS, ADD, BHP, dan pengeluaran 
dari belanja desa, ada juga pemungutan 
pajak. 
3. Bagaimana proses pembuatan rekening 
kas desa ? Apakah semua penerimaan 
dan pengeluaran desa dilakukan melalui 
rekening kas desa? 
Dibuat oleh pemerintah desa dengan tanda 
tangan kades dan saya sebagai kaur 
keuangan yang dibuka pada Bank terdekat, 
disini di bank BRI unit Nita. 
4. Apakah ada ketentuan tentang jumlah 
uang tunai yang dapat disimpan oleh 
Desa?  
Ada, itu ikut aturan saja jadi uang yang 
disimpan disesuaikan dengan kebutuhan. 
5.  Apakah nomor rekening desa dilaporkan 
ke Bupati ? 
Iya. 
6. Apakah kaur dan kasi pelaksana 
anggaran menyusun Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) setelah 
peraturan desa tentag APB Desa dan 
peraturan kepala desa tentang 
penjabaran APB Desa ditetapkan? 





Berapa lama prosesnya? 
7. Apa saja isi DPA yang disusun? Rencana kegiatan dan anggaran desa, 
rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran 
biaya. 
8. Bagaimana proses persetujuan 
rancangan DPA yang dibuat oleh kaur 
dan kasi pelaksana anggaran? Berapa 
lama waktu yang dibutuhkan? 
Sekdes akan lakukan verifikasi racangan 
DPA sebelum disampaikan kepada kades 
untuk disetujui. 
9. Apa yang harus dilakukan jika terjadi 
perubahan peraturan desa tentang APB 
Desa yang menyebabkan adanya 
perubahan anggaran? Bagaimana 
prosesnya dan berapa lama? 
Kades menugaskan kaur dan kasi pelaksana 
kegiatan anggaran untuk menyusun 
rancangan DPPA. 
10. Setelah DPA disetujui oleh Kepala 
Desa, apakah kaur keuangan kemudian 
menyusun Rancangan RAK?  
Ya, saya akan menyusun RAK dan 
disampaikan ke kades melalui sekdes yang 
melakukan verifikasi dan nanti kades 
menyetujui hasil verifikasi tersebut. 
11. Apa saja yang diatur dalam RAK Desa 
yang telah disusun? Apakah termasuk 
kas masuk dan kas keluar dari rekening 
kas Desa? apa saja isi dari kas masuk 
dan kas keluar dan prosesnya? Siapa 
pihak yang bertanggungjawab dan 
menyetujui bukti dari kas masuk dan kas 
keluar ? 
Kas masuk berisi semua pendapatan desa 
seperti PADes, transfer, dan pendapatan lain 
yang didukung dengan bukti yang lengkap 
dan sah. Lalu kas keluar berisi semua 
pengeluaran, belanja, yang juga harus 
dilengkapi bukti yang sah dan disetujui 
kades. 
12. Siapa yang bertanggung jawab dalam 
pengeluaran belanja pada APB Desa? 
Kades dan kaur/kasi pelaksana kegiatan. 
13. Apakah kegiatan yang dilaksanakan 
berdasarkan DPA yang telah disetujui 
termasuk pengadaan melalui swakelola 
dan penyediaan barang/jasa? Apa saja 
kegiatannya dan bagaimana prosesnya? 
Iya. 
14. Kapan Kaur dan kasi harus mengajukan 
Surat Permintaan Pembayaran (SPP)? 
Apa saja persyaratannya? Dan berapa 
waktu yang dibutuhkan? 
Pengajuan SPP harus sesuai dengan yang 
ada di DPA. 
15. Bagaimana penggunaan anggaran yang 
diterima dari pengajuan SPP apakah 
memilki batas waktu ? Jika iya, apa 
yang akan dilakukan jika dalam hal 
pembayaran belum dilakukan dalam 
batas waktu yang telah ditentukan  ? 
Mengembalikan dana ke kaur keuangan 
untuk dimpan pada kas desa. 
16.  Untuk pengeluaran anggaran dicatat 
pada dokumen apa ? 
Pengeluaran anggaran dicatat di buku kas 
umum dan buku pemabntu panjar. 
17. Kapan kaur keuangan boleh melakukan 
pembayaran atas SPP ? 
Pembayaran dilakukan setelah mendapat 
persetujuan dari kades dengan nominal yang 
sesuai dengan SPP. 
18. Dokumen apa saja yang dilampirkan 
dalam pengajuan SPP? 
Surat pengantar, pernyataan tanggung jawab 
belanja, dan bukti penerimaan. 





pelaksanan kegiatan anggaran 
menyampaikan laporan akhir realisasi 
pelaksanaan pekerjaan?  
20. Bagaimana proses pembentukan dan 
pencairan dana cadangan?  
Dana cadangan dilakukan apabila ada 
kegiatan yang ditidak dapat didanai dalam 1 
tahun anggaran yang ditetapkan dalam 
perdes. 
21. Bagaimana pembagian pengolaan 
APBDesa Tebuk? 
Ada bidang penyelenggaraan pemerintah, 
pembangunan, pembinaan, pemberdayaan 
dan penanggulangan bencana. 
22. Kendala apa saja yang ditemui dalam 
pelaksanaan kegiatan yang berhubungan 
dengan APBDesa? 
 
Kendala pada minimnya dana. 
 
C. Penatausahaan 
No  Pertanyaan  Jawaban  
1. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat 
dalam penatausahaan APBDesa ?  
Yang terlibat itu saya sendiri sebagai kaur 
keuangan. 
2. Kegiatan apa saja yang dilakukan 
dalam penatausahaan keuangan ? 
Mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran 
dalam buku kas umum, yang ditutup pada 
setiap akhir bulan. 
3. Dokumen apa saja yang digunakan 
kaur keuangan dalam melakukan 
penatausahaan keuangan ?  
Buku kas umum dan buku rekening kas desa. 
4. Terdiri dari apa saja dokumen 
tersebut? 
Dokumennya itu ada buku pembantu pajak, 
buku pembantu panjar, buku bank, bukti 
pengeluaran dan penerimaan dan register 
penutipan kas. 
5.   Apakah pengeluaran APBD 
dilakukan berdasarkan RAK? 
Iya, semua pengeluaran berdasarkan RAK. 
6.  Apa saja bukti yang harus 
dilampirkan saat penggunaan APB 
desa? 
Kuitansi atau bukti penerimaan dan kuitansi 
pengeluaran. 
7.  Siapa yang menandatangani bukti 
pengeluaran APBD ? 
Kuitansi penerimaan dan kuitansi pengeluaran 
yang ditandatangani bendahara, saya sendiri 
dan penerima dana. 
8. Kapan kaur keuangan melaporkan 
buku kas umum kepada sekretaris 
desa ? 




No  Pertanyaan  Jawaban  
1. Bagaimana proses penyusunan 
laporan pelaksanaan APBDesa ? 
 
Disusun berdasarkan laporan realisasi 
pelaksanaan kegiatan dari kaur dan kasi yang 





2. Kepada siapa laporan pelaksanaan 
APBDesa tersebut disampaikan ?  
Disampaikan kepada bupati. 
3. Apa saja laporan yang terdapat dalam 
laporan pelaksanaan APBDesa 
tersebut ? 
Laporan realisasi. Pendapatan, belanja, tranfer, 
surplus atau defisit, pembiayaan dari sisa lebih 
atau kurang pembiayaan anggran. 
4. Kapan laporan-laporan tersebut 
disampaikan kepada bupati ? 
 
Pada bulan juli. 
 
E. Pertanggungjawaban 
No  Pertanyaan  Jawaban  
1. Kapan pemerintah desa melaporkan 
pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDesa dan kepada 
siapa?  
3 bulan setelah akhir tahun anggaran kepada 
masyarakat melalui BPD. 
2. Apakah kepala desa telah melaporkan 
pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDesa ? 
Iya  
3. Terdiri dari apa saja isi laporan 
pertanggungjawaban realisasi 
APBDesa tersebut ? 
 
Laporan berisi semua anggaran dan kegiatan 
yang dilakukan desa dipertanggungjawabkan 
dalam laporan tersebut. 
4. Apakah pemerintah desa telah 
menyampaikan laporan realisasi 
anggaran pelaksanaan APBDesa 
melalui media tertentu ? jika ada, 
media apa sajakah itu ? 
Belum ada. 
5. Kapan laporan realisasi dan 
pertanggungjawaban disampaikan 
kepada masyarakat ? 
3 bulan setelah akhir tahun anggaran 
6. Informasi apa sajakah yang 
disampaikan kepada masyarakat 
dalam pertanggungjawaban 
RAPBDesa ? 











LAMPIRAN 4. WAWANCARA KASIE PEMERINTAHAN 
Nama : Alfrida Dua Bela 
Tugas : Kasie Pemerintahan 
A. Perencanaan 
No  Pertanyaan Jawaban 
1. Apa saja yang termasuk di dalam 
perencanaan pengelolaan keuangan 
desa ? 
Perkiraan pendapatan dan belanja desa untuk 
jangka waktu 1 tahun. 
2. Bagaimana proses perencanaan 
APBDes di desa Tebuk? 
 
Proses perencanaan dimulai dengan 
musyawarah bersama, lalu APBD disusun 
berdasarkan rkp desa. 
3. Siapa saja yang terlibat dalam 
perencanaan APBDes? 
Ada BPD, kepala desa, aparat desa dan 
masyarakat. 
4. Apakah sekretaris desa menyusun 
rancangan APBDesa berdasarkan 
RKPDesa tahun berkenaan ? kapan 
dilakukan?  
Iya.  
5. Apakah ada pedoman penyusunan 
APB desa yang diatur dengan 
peraturan bupati ? Apakah sekretaris 
desa menyusun RAPBDesa sesuai 
pedoman tersebut? 
Iya ada  
6. Apakah sekretaris menyampaikan 
rancangan APBDesa  kepada kepala 
desa dan BPD, untuk di bahas 
bersama? 
Iya. 
7. Berapa lama waktu yang dibutuhkan 
untuk mencapai kesepakatan RAPBD 
yang diajukan ? 
Biasanya 1 bulan. 
8. Apa yang akan dilakukan jika BPD   
tidak menyepakati rancangan APBD? 
 
Selama ini BPD selalu menyepakati hasil 
rancangan APBD, kalaupun tidak setuju akan 
langsung diubah rancangannya. 
9.  Apakah setelah memperoleh 
kesepakatan Kepala Desa lalu 
menyiapkan rancangan peraturan 
kepala desa ? 
Iya.  
10.  Setelah disepakati, apakah rancangan 
APB disampaikan oleh Kepala Desa 
kepada Bupati? Bagaimana prosesnya 
dan berapa lama waktu yang 
dibutuhkan? 
Iya, setelah asistensi dari tingkat kecamatan 
sampai kabupaten. 
11. Berapa lama Bupati menetapkan hasil 
evaluasi dan bagaimana prosesnya? 





12. Jika Bupati tidak memberikan hasil 
evaluasi dalam batas waktu, apakah 
rancangan perdes akan berlaku 
dengan sendirinya ? 
Iya dengan sendirinya. 
13. Apakah Bupati bisa memberikan 
kewenangan evaluasi kepada pihak 
lain? Siapa dan bagaimana 
prosesnya? 
Iya, biasanya ke kepala Dinas PMD 
14. Apa yang terjadi jika hasil evaluasi 
tidak ditindaklanjuti oleh Kades? 
Selama ini kades selalu menindaklanjuti hasil 
evaluasi. 
15.  Setelah dievaluasi apakah rancangan 
APBDes ditetapkan menjadi 
Peraturan Desa oleh Kepala Desa ? 
Kapan peraturan tersebut ditetapkan ? 
Iya benar. 
16. Kapan Kepala Desa menyampaikan 
Peraturan desa dan Peraturan kepala 
desa kepada Bupati ? 
Hmm,, kurang lebih 3 hari. 
17. Apakah perubahan APB Desa dapat 
dilakukan? Dalam keadaan seperti 
apa dan bagimana prosesnya? 
Iya bisa, jika ada perubahan pada anggaran 
desa. 
18. Apakah dalam proses perencanaan 
Kepala Desa menyampaikan 
informasi mengenai APB kepada 
masyarakat ? Jika iya, informasi apa 
sajakah yang disampaikan ? 




No Pertanyaan Jawaban 
1. Apa saja yang termasuk dalam tahap 
pelaksanaan pengeolaan keuangan di 
desa Tebuk ? 
Kegiatan penerimaan dan pengeluaran dana 
desa. 
 
2. Berasal dari mana saja penerimaan dan 
pengeluaran desa ? 
Pendapatan asli desa, alokasi dana desa, 
dana desa, bagi hasil pajak, dan belanja 
desa. 
3. Bagaimana proses pembuatan rekening 
kas desa ? Apakah semua penerimaan 
dan pengeluaran desa dilakukan melalui 
rekening kas desa? 
Iya. 
 
4. Apakah ada ketentuan tentang jumlah 
uang tunai yang dapat disimpan oleh 
Desa?  
Ada. 
5.  Apakah nomor rekening desa dilaporkan 
ke Bupati ? 
Iya. 
6. Apakah kaur dan kasi pelaksana 
anggaran menyusun Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) setelah 
peraturan desa tentag APB Desa dan 
peraturan kepala desa tentang 
Iya, prosesnya 3 hari kerja. DPA yang 
disusun ada rencana kegiatan dan anggaran 






penjabaran APB Desa ditetapkan? 
Berapa lama prosesnya? 
7. Apa saja isi DPA yang disusun? Rencana kegiatan dan anggaran desa, 
rencana kerja kegiatan, dan rencana 
anggaran biaya. 
8. Bagaimana proses persetujuan 
rancangan DPA yang dibuat oleh kaur 
dan kasi pelaksana anggaran? Berapa 
lama waktu yang dibutuhkan? 
DPA yang dibuat diserahkan ke kades, 
melalui sekdes paling lambat itu 6 hari kerja. 
9. Apa yang harus dilakukan jika terjadi 
perubahan peraturan desa tentang APB 
Desa yang menyebabkan adanya 
perubahan anggaran? Bagaimana 
prosesnya dan berapa lama? 
Kalau terjadi perubahan, kades pasti 
tugaskan kami kembali untuk membuat 
rancangan DPPA. Untuk lama kerjanya 
biasanya 6 hari, lalu nanti diserahkan ke 
Sekdes. 
10. Setelah DPA disetujui oleh Kepala 
Desa, apakah kaur keuangan kemudian 
menyusun Rancangan RAK?  
Iya. 
11. Apa saja yang diatur dalam RAK Desa 
yang telah disusun? Apakah termasuk 
kas masuk dan kas keluar dari rekening 
kas Desa? apa saja isi dari kas masuk 
dan kas keluar dan prosesnya? Siapa 
pihak yang bertanggungjawab dan 
menyetujui bukti dari kas masuk dan kas 
keluar ? 
Iya, kas masuk berisi pendapatan desa, kas 
keluar berisi pengeluaran desa. 
 
12. Siapa yang bertanggung jawab dalam 
pengeluaran belanja pada APB Desa? 
Kades dan kaur dan kasi pelaksana. 
13. Apakah kegiatan yang dilaksanakan 
berdasarkan DPA yang telah disetujui 
termasuk pengadaan melalui swakelola 
dan penyediaan barang/jasa? Apa saja 
kegiatannya dan bagaimana prosesnya? 
Iya, kegiatan yang dilakukan melalui 
swakelola dan penyediaan barang dan jasa, 
mengutamakan bahan/material yang ada di 
desa dan gotong royong melibatkan 
masyarakat. 
14. Kapan Kaur dan kasi harus mengajukan 
Surat Permintaan Pembayaran (SPP)? 
Apa saja persyaratannya? Dan berapa 
waktu yang dibutuhkan? 
Dalam pengajuan SPP harus sesuai dengan 
periode yang ada di DPA dengan nominal 
juga harus sesuai DPA dan harus 
menyertakan laporan pelaksanaa 
kegiatannya biasanya kami buat selama 10 
hari kerja. 
15. Bagaimana penggunaan anggaran yang 
diterima dari pengajuan SPP apakah 
memilki batas waktu ? Jika iya, apa 
yang akan dilakukan jika dalam hal 
pembayaran belum dilakukan dalam 
batas waktu yang telah ditentukan  ? 
Iya. Wajib mengembalikan dana yang sudah 
diterima ke kaur keuangan untuk disimpan 
dalam kas desa. 
16. Apakah kaur dan kasi menyampaikan 
bukti transaksi kepada sekdes ? 
Iya, biasanya serahkan dengan bukti 
transaksi pembayaran kepada sekdes, kalau 
ada sisa dana nanti dikembalikan ke kaur 
keuangan. 
17. Apakah pengajuan SPP tidak boleh 







18. Dokumen apa saja yang dilampirkan 
dalam pengajuan SPP? 
Surat pengantar, pernyataan tanggung jawab 
belanja, dan bukti penerimaan. 
19. Kapan waktu untuk kaur dan kasi 
pelaksanan kegiatan anggaran 
menyampaikan laporan akhir realisasi 
pelaksanaan pekerjaan?  
Biasanya dalam kurun waktu 1 bulan, kami 
lapor ke kades. 
20. Apakah kaur dan kasie menyusun RAB 
dari anggaran belanja tak terduga? 
Iya.  
21. Kapan pengajuan DPA menjadi DPAL 
dilakukan ? 
Diajukan ketika ada kegiatan yang belum 
selesai dilakukan. 
22. Bagaimana proses pembentukan dan 
pencairan dana cadangan?  
Jika ada kegiatan yang belum dapat didanai 
dalam 1 tahun anggaran. 
23. Bagaimana pembagian pengolaan 
APBDesa Tebuk? 
Pembagian pada 5 bidang. Bidang 
penyelanggaraan pemerintah, pembangunan 
desa, pembinaan, pemberdayaan, dan 
penanggulangan bencana. 
24. Kendala apa saja yang ditemui dalam 
pelaksanaan kegiatan yang berhubungan 
dengan APBDesa? 
 




No  Pertanyaan  Jawaban  
1. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat 
dalam penatausahaan APBDesa ?  
Yang terlibat itu kaur keuangan. 
2. Kegiatan apa saja yang dilakukan 
dalam penatausahaan keuangan ? 
Mencatat penerimaan dan pengeluaran dan juga 
mempertanggungjawabkannya lewat laporan. 
3. Dokumen apa saja yang digunakan 
kaur keuangan dalam melakukan 
penatausahaan keuangan ?  
Buku kas umum dan buku rekening kas desa. 
4. Terdiri dari apa saja dokumen 
tersebut? 
Dokumen itu ada kuitansi, bukti pembayaran, 
nota. 
5.   Apakah pengeluaran APBD 
dilakukan berdasarkan RAK? 
Iya  
6.  Apa saja bukti yang harus 
dilampirkan saat penggunaan APB 
desa? 
Ada kuitansi pengeluaran penerimaan, nota 
7.  Siapa yang menandatangani bukti 
pengeluaran APBD ? 
Kaur keuangan dan penerima dana. 
8. Kapan kaur keuangan melaporkan 




D. Pelaporan  





1. Bagaimana proses penyusunan 
laporan pelaksanaan APBDesa ? 
 
Disusun berdasarkan laporan realisasi 
pelaksanaan kegiatan dari kaur dan kasi 
pelaksana kegiatan.  
2. Kepada siapa laporan pelaksanaan 
APBDesa tersebut disampaikan ?  
Bupati melalu camat. 
3. Apa saja laporan yang terdapat dalam 
laporan pelaksanaan APBDesa 
tersebut ? 
Laporan pertanggungjwaban kegiatan yang 
dilaksanakan. 
4. Kapan laporan-laporan tersebut 
disampaikan kepada bupati ? 
 
Bulan juli dan desember. 
 
E. Pertanggungjawaban 
No  Pertanyaan  Jawaban  
1. Kapan pemerintah desa melaporkan 
pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDesa dan kepada 
siapa?  
Disampaikan ke bupati 3 bulan setelah akhir 
tahun anggaran. 
2. Apakah kepala desa telah melaporkan 
pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDesa ? 
Iya sudah 
3. Terdiri dari apa saja isi laporan 
pertanggungjawaban realisasi 
APBDesa tersebut ? 
 
Realisasi pendapatn dan belanja 
4. Apakah pemerintah desa telah 
menyampaikan laporan realisasi 
anggaran pelaksanaan APBDesa 
melalui media tertentu ? jika ada, 
media apa sajakah itu ? 
Belum  
5. Kapan laporan realisasi dan 
pertanggungjawaban disampaikan 
kepada masyarakat ? 
Pada rapat setelah tahun anggaran selesai 
6. Informasi apa sajakah yang 













LAMPIRAN 5. WAWANCARA BPD 
Nama : Philipus Werong 
Tugas :  BPD 
A. Perencanaan 
No  Pertanyaan Jawaban 
1. Apa saja yang termasuk di dalam 
perencanaan pengelolaan keuangan 
desa ? 
Pendapatan dan belanja desa. 
2. Bagaimana proses perencanaan 
APBDes di desa Tebuk? 
Perencanaan dibuat melalui rapat bersama yang 
membahas APBDes dengan BPD. 
3. Siapa saja yang terlibat dalam 
perencanaan APBDes? 
Iya, itu ada BPD dan anggota, kades dan 
perangkat desa, masyarakat juga terlibat. 
4. Apakah sekretaris desa menyusun 
rancangan APBDesa berdasarkan 
RKPDesa tahun berkenaan ? kapan 
dilakukan?  
Iya  
5. Apakah ada pedoman penyusunan 
APB desa yang diatur dengan 
peraturan bupati ? Apakah sekretaris 
desa menyusun RAPBDesa sesuai 
pedoman tersebut? 
Ada  
6. Apakah sekretaris menyampaikan 
rancangan APBDesa  kepada kepala 
desa dan BPD, untuk di bahas 
bersama? 
Iya, kades sudah sampaikan RAPBDes kepada 
BPD. 
7. Berapa lama waktu yang dibutuhkan 
untuk mencapai kesepakatan RAPBD 
yang diajukan ? 
Biasanya 1 bulan sebelum bulan oktober, nanti 
setelah sekdes susun lalu kades undang kami 
BPD untuk bahas bersama. 
8. Apa yang akan dilakukan jika BPD   
tidak menyepakati rancangan APBD 
?  
Selama ini kami selalu setuju dengan 
rancangan APBDnya, kalaupun ada yang perlu 
dikoreksi, pasti langsung dikoreksi. 
9.  Apakah setelah memperoleh 
kesepakatan Kepala Desa lalu 
menyiapkan rancangan peraturan 
kepala desa ? 
Iya.  
10.  Setelah disepakati, apakah rancangan 
APB disampaikan oleh Kepala Desa 
kepada Bupati? Bagaimana prosesnya 
dan berapa lama waktu yang 
dibutuhkan? 
Iya 
11. Berapa lama Bupati menetapkan hasil 
evaluasi dan bagaimna prosesnya? 
20 hari kerja 





evaluasi dalam batas waktu, apakah 
rancangan perdes akan berlaku 
dengan sendirinya ? 
13. Apakah Bupati bisa memberikan 
kewenangan evaluasi kepada pihak 
lain? Siapa dan bagaimana 
prosesnya? 
Iya, diberikan kepada DPMD, lalu ke camat 
lalu desa. 
14. Apa yang terjadi jika hasil evaluasi 
tidak ditindaklanjuti oleh Kades? 
 
Itu nanti di cek lagi, jika tidak ditindaklanjuti 
kita ikut aturan yang berlaku harus bagaimana. 
15.  Setelah dievaluasi apakah rancangan 
APBDes ditetapkan menjadi 
Peraturan Desa oleh Kepala Desa ? 
Kapan peraturan tersebut ditetapkan ? 
Iya. 
16. Kapan Kepala Desa menyampaikan 
Peraturan desa dan Peraturan kepala 
desa kepada Bupati ? 
Hmm..itu biasanya setelah selesai ditetapkan. 
17. Apakah perubahan APB Desa dapat 
dilakukan? Dalam keadaan seperti 
apa dan bagimana prosesnya? 
Iya bisa, kalau ada perubahan pada 
anggarannya. 
18. Apakah dalam proses perencanaan 
Kepala Desa menyampaikan 
informasi mengenai APB kepada 
masyarakat ? Jika iya, informasi apa 
sajakah yang disampaikan ? 
Iya , melalui baliho. 
 
B. Pelaksanaan 
No Pertanyaan Jawaban 
1. Bagaimana proses tahap pelaksanaan 
pengeolaan keuangan di desa Tebuk ? 
Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, pertanggungjwaban. 
2. Berasal dari mana saja penerimaan 
dan pengeluaran desa ? 
Dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak 
dan pendapatan asli desa. 
3. Bagaimana proses pembuatan 
rekening kas desa ? Apakah semua 
penerimaan dan pengeluaran desa 
dilakukan melalui rekening kas desa? 
Proses dibuat oleh pemerintah desa yang 
ditandatangani oleh kades dan bendahara yang 
dibuka di Bank terdekat. 
4. Bagaimana proses penyaluran dana 
untuk nomor rekening kas desa 
Tebuk ? 
- 
5. Apakah ada ketentuan tentang jumlah 
uang tunai yang dapat disimpan oleh 
Desa? Apakah ada ketentuan 
tersendiri? 
Ya, ada. 
6. Apakah kaur dan kasi pelaksana 
anggaran meyusun Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) setelah 
peraturan desa tentag APB Desa dan 






penjabaran APB Desa ditetapkan? 
Berapa lama prosesnya? 
7. Apa saja isi DPA yang disusun? - 
8. Bagaimana proses persetujuan 
rancangan DPA yang dibuat oleh 
kaur dan kasi pelaksana anggaran? 
Berapa lama waktu yang dibutuhkan? 
- 
9. Apa yang harus dilakukan jika terjadi 
perubahan peraturan desa tentang 
APB Desa yang menyebabkan 
adanya perubahan anggaran? 
Bagaimana prosesnya dan berapa 
lama? 
- 
10. Setelah DPA disetujui oleh Kepala 
Desa, apakah kaur keuangan 
kemudian menyusun Rancangan 
RAK? Bagaimana prosesnya dan 
berapa lama? 
- 
11. Apa saja yang diatur dalam RAK 
Desa yang telah disusun? Apakah 
termasuk kas masuk dan kas keluar 
dari rekening kas Desa? apa saja isi 
dari kas masuk dan kas keluar dan 
prosesnya? Siapa pihak yang 
bertanggungjawab dan menyetujui 
bukti dari kas masuk dan kas keluar ? 
- 
12. Siapa yang bertanggung jawab dalam 
pengeluaran belanja pada APB Desa? 
Kepala desa dan kaur kasi pelaksana anggaran. 
13. Apakah kegiatan yang dilaksanakan 
berdasarkan DPA yang telah disetujui 
termasuk pengadaan melalui 
swakelola dan penyediaan 
barang/jasa? Apa saja kegiatannya 
dan bagaimana prosesnya? 
Ya.  
14. Kapan Kaur dan kasi harus 
mengajukan Surat Permintaan 
Pembayaran (SPP)? Apa saja 
persyaratannya? Dan berapa waktu 
yang dibutuhkan? 
- 
15. Bagaimana penggunaan anggaran 
yang diterima dari pengajuan SPP 
apakah memilki batas waktu ? Jika 
iya, apa yang akan dilakukan jika 
dalam hal pembayaran belum 
dilakukan dalam batas waktu yang 
telah ditentukan  ? 
- 
16. Dokumen apa saja yang dilampirkan 
dalam pengajuan SPP? 
Surat permintaan pembayaran, pernyataan 
pertanggungjawab belanja, dan lampiran bukti 
transaksi. 





pelaksanan kegiatan anggaran 
menyampaikan laporan akhir realisasi 
pelaksanaan pekerjaan? Bagaimana 
prosesnya? 
18. Bagaimana proses pembentukan dan 
pencairan dana cadangan?  
- 
19. Bagaimana pembagian pengolaan 
APBDesa Tebuk? 
- 
20. Kendala apa saja yang ditemui dalam 
pelaksanaan kegiatan yang 




No  Pertanyaan  Jawaban  
1. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat 
dalam penatausahaan APBDesa ?  
Bendahara atau kaur keuangan 
2. Kegiatan apa saja yang dilakukan 
dalam penatausahaan keuangan ? 
Pencatatan penerimaan dan pengeluaran serta 
melakukan tutup buku. 
3. Dokumen apa saja yang digunakan 
kaur keuangan dalam melakukan 
penatausahaan keuangan ?  
Buku kas umum, buku kas pembantu, buku 
bank 
4. Terdiri dari apa saja dokumen 
tersebut? 
Buku kas umum, kas pembantu pajak, buku 
bank, buku penerimaan dan pengeluaran. 
5.   Apakah pengeluaran APBD 
dilakukan berdasarkan RAK? 
Iya harus mengikuti RAKnya. 
6.  Apa saja bukti yang harus 
dilampirkan saat penggunaan APB 
desa? 
Ada kuitansi 
7.  Siapa yang menandatangani bukti 
pengeluaran APBD ? 
Bendahara. 
8. Kapan kaur keuangan melaporkan 
buku kas umum kepada sekretaris 
desa ? 
Setiap akhir bulan. 
 
D. Pelaporan 
No  Pertanyaan  Jawaban  
1. Bagaimana proses penyusunan 
laporan pelaksanaan APBDesa ? 
 
Disusun oleh kades berdasarkan laporan 
realisasi pelaksanaan kegiatan dari kaur dan 
kasi.  
2. Kepada siapa laporan pelaksanaan 
APBDesa tersebut disampaikan ?  
Ke Bupati. 
3. Apa saja laporan yang terdapat dalam 
laporan pelaksanaan APBDesa 
tersebut ? 
Laporan realisasi pendapatan, belanja, 
pembiayaan anggaran. 
4. Kapan laporan-laporan tersebut 
disampaikan kepada bupati ? 









No  Pertanyaan  Jawaban  
1. Kapan pemerintah desa melaporkan 
pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDesa dan kepada 
siapa?  
Laporan semester pertama akhir juli tahun 
berjalan, laporan semester akhir tahun pada 
januari tahun berikutnya kepada bupati melalui 
camat dan BPD. 
2. Apakah kepala desa telah melaporkan 
pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDesa ? 
Ya  
3. Terdiri dari apa saja isi laporan 
pertanggungjawaban realisasi 
APBDesa tersebut ? 
 
Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa  
mengenai realisasi pendapatan dan belanja. 
4. Apakah pemerintah desa telah 
menyampaikan laporan realisasi 
anggaran pelaksanaan APBDesa 
melalui media tertentu ? jika ada, 
media apa sajakah itu ? 
Tidak ada. 
5. Kapan laporan realisasi dan 
pertanggungjawaban disampaikan 
kepada masyarakat ? 
Paling lambat 3 bulan setelah akhir ahun 
anggaran. 
6. Informasi apa sajakah yang 
disampaikan kepada masyarakat 
dalam pertanggungjawaban 
RAPBDesa ? 
Pendapatan dan realisasi belanja desa dalam 1 
tahun anggaran 
 
LAMPIRAN 6. WAWANCARA PERWAKILAN TOKOH PEMUDA 
Nama : Alfonsus Robinson Bani 
Tugas : Perwakilan Tokoh Pemuda 
A. Perencanaan 
No  Pertanyaan Jawaban 
1. Apa saja yang termasuk di dalam 
perencanaan pengelolaan keuangan 
desa ? 
Yang termasuk itu RKPDes dan RAPBDes. 
2. Bagaimana proses perencanaan 
APBDes di desa Tebuk? 
 
Sekdes yang susun RAPBDes lalu sampaikan 
ke kades. Lalu ke BPD membahas lalu 





 kepada bupati melalui camat. 
3. Siapa saja yang terlibat dalam 
perencanaan APBDes? 
Kepala desa bersama perangkat desa, BPD, dan 
perwakilan masyarakat. 
4. Apakah sekretaris desa menyusun 
rancangan APBDesa berdasarkan 
RKPDesa tahun berkenaan ? kapan 
dilakukan?  
Ya dan setelah diterapkan perdes tentang 
RKPDes. 
5. Apakah ada pedoman penyusunan 
APB desa yang diatur dengan 
peraturan bupati ? Apakah sekretaris 
desa menyusun RAPBDesa sesuai 
pedoman tersebut? 
Ada dan sesuai  
6. Apakah sekretaris menyampaikan 
rancangan APBDesa  kepada kepala 
desa dan BPD, untuk di bahas 
bersama? 
Ya. 
7. Berapa lama waktu yang dibutuhkan 
untuk mencapai kesepakatan RAPBD 
yang diajukan ? 
Relatif, lebih dari 1 minggu 
8. Apa yang akan dilakukan jika BPD   
tidak menyepakati rancangan APBD 
?  
Diperbaiki sesuai usul/saran dalam pembahasan 
yang didasarkan pada peraturan yang berlaku. 
9.  Apakah setelah memperoleh 
kesepakatan Kepala Desa lalu 
menyiapkan rancangan peraturan 
kepala desa ? 
Ya. 
10.  Setelah disepakati, apakah rancangan 
APB disampaikan oleh Kepala Desa 
kepada Bupati? Bagaimana prosesnya 
dan berapa lama waktu yang 
dibutuhkan? 
Ya, kades menyampaikan rancangan APBDes 
ke bupati melalui camat paling lama 3 hari 
setelah disepakati bersama BPD. 
11. Berapa lama Bupati menetapkan hasil 
evaluasi dan bagaimna prosesnya? 
Kurang lebih 25 hari setelah terima rancangan 
APBDes dari kepala desa. 
12. Jika Bupati tidak memberikan hasil 
evaluasi dalam batas waktu, apakah 
rancangan perdes akan berlaku 
dengan sendirinya ? 
Ya, rancangan APBDes tetap berlaku dengan 
sendirinya dan selanjutnya ditetapkan menjadi 
perdes APBDes.  
13. Apakah Bupati bisa memberikan 
kewenangan evaluasi kepada pihak 
lain? Siapa dan bagaimana 
prosesnya? 
Ya, kepada camat dengan cara mendelegasikan 
kewenangan kepada camat. 
14. Apa yang terjadi jika hasil evaluasi 
tidak ditindaklanjuti oleh Kades? 
 
Maka bupati akan membatalkan perdes 
APBDes tersebut dan memberlakukan pagu 
tahun sebelumnya. 
15.  Setelah dievaluasi apakah rancangan 
APBDes ditetapkan menjadi 
Peraturan Desa oleh Kepala Desa ? 
Kapan peraturan tersebut ditetapkan ? 
- 





Peraturan desa dan Peraturan kepala 
desa kepada Bupati ? 
17. Apakah perubahan APB Desa dapat 
dilakukan? Dalam keadaan seperti 
apa dan bagimana prosesnya? 
- 
18. Apakah dalam proses perencanaan 
Kepala Desa menyampaikan 
informasi mengenai APB kepada 
masyarakat ? Jika iya, informasi apa 
sajakah yang disampaikan ? 
Ya, dan informasi yang disampaikan itu ada 




No Pertanyaan Jawaban 
1. Bagaimana proses tahap pelaksanaan 
pengeolaan keuangan di desa Tebuk ? 
- 
2. Berasal dari mana saja penerimaan 
dan pengeluaran desa ? 
Penerimaan dari pendapatan desa dan tranfer 
pusat dan daerah. Pengeluaran dari belaja desa. 
3. Bagaimana proses pembuatan 
rekening kas desa ? Apakah semua 
penerimaan dan pengeluaran desa 
dilakukan melalui rekening kas desa? 
Rekening kas desa dibuka pemerintah desa atas 
nama kades dan bendahara. Segala penerimaan 
dan pengeluaran di proses melalui rekening kas 
desa. 
4. Bagaimana proses penyaluran dana 
untuk nomor rekening kas desa 
Tebuk ? 
- 
5. Apakah ada ketentuan tentang jumlah 
uang tunai yang dapat disimpan oleh 
Desa? Apakah ada ketentuan 
tersendiri? 
Ada, diatur dalam peraturan bupati. 
6. Apakah kaur dan kasi pelaksana 
anggaran meyusun Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) setelah 
peraturan desa tentag APB Desa dan 
peraturan kepala desa tentang 
penjabaran APB Desa ditetapkan? 
Berapa lama prosesnya? 
- 
7. Apa saja isi DPA yang disusun? Rincian kegiatan beserta anggarannya. 
8. Bagaimana proses persetujuan 
rancangan DPA yang dibuat oleh 
kaur dan kasi pelaksana anggaran? 
Berapa lama waktu yang dibutuhkan? 
 
9. Apa yang harus dilakukan jika terjadi 
perubahan peraturan desa tentang 
APB Desa yang menyebabkan 
adanya perubahan anggaran? 
Bagaimana prosesnya dan berapa 
lama? 
Tata cara perubahan APBDesa sama prosesnya 
seperti tata cara penetapan APBDes. 
10. Setelah DPA disetujui oleh Kepala 






kemudian menyusun Rancangan 
RAK? Bagaimana prosesnya dan 
berapa lama? 
11. Apa saja yang diatur dalam RAK 
Desa yang telah disusun? Apakah 
termasuk kas masuk dan kas keluar 
dari rekening kas Desa? apa saja isi 
dari kas masuk dan kas keluar dan 
prosesnya? Siapa pihak yang 
bertanggungjawab dan menyetujui 
bukti dari kas masuk dan kas keluar ? 
- 
12. Siapa yang bertanggung jawab dalam 
pengeluaran belanja pada APB Desa? 
Kepala Desa 
13. Apakah kegiatan yang dilaksanakan 
berdasarkan DPA yang telah disetujui 
termasuk pengadaan melalui 
swakelola dan penyediaan 
barang/jasa? Apa saja kegiatannya 
dan bagaimana prosesnya? 
- 
14. Kapan Kaur dan kasi harus 
mengajukan Surat Permintaan 
Pembayaran (SPP)? Apa saja 
persyaratannya? Dan berapa waktu 
yang dibutuhkan? 
Setelah barang/jasa diterima dengan 
melampirkan surat/tanda terima barang. 
15. Bagaimana penggunaan anggaran 
yang diterima dari pengajuan SPP 
apakah memilki batas waktu ? Jika 
iya, apa yang akan dilakukan jika 
dalam hal pembayaran belum 
dilakukan dalam batas waktu yang 
telah ditentukan  ? 
- 
16. Dokumen apa saja yang dilampirkan 
dalam pengajuan SPP? 
Tanda terima barang 
17. Kapan waktu untuk kaur dan kasi 
pelaksanan kegiatan anggaran 
menyampaikan laporan akhir realisasi 
pelaksanaan pekerjaan? Bagaimana 
prosesnya? 
Pada akhir tahun anggaran 
18. Bagaimana proses pembentukan dan 
pencairan dana cadangan?  
- 
19. Bagaimana pembagian pengolaan 
APBDesa Tebuk? 
- 
20. Kendala apa saja yang ditemui dalam 
pelaksanaan kegiatan yang 









1. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat 
dalam penatausahaan APBDesa ?  
Bendahara, sekretaris, dan kepala desa. 
2. Kegiatan apa saja yang dilakukan 
dalam penatausahaan keuangan ? 
Mencatat semua transaksi penerimaan dan 
pengeluaran. 
3. Dokumen apa saja yang digunakan 
kaur keuangan dalam melakukan 
penatausahaan keuangan ?  
Ada buku bank itu rekening kas desa dan buku 
kas  
4. Terdiri dari apa saja dokumen 
tersebut? 
Buku bank, buku kas, buku pajak 
5.   Apakah pengeluaran APBD 
dilakukan berdasarkan RAK? 
Iya  
6.  Apa saja bukti yang harus 
dilampirkan saat penggunaan APB 
desa? 
Semua bukti terkait transaksi yang terjadi dan 
foto kegiatan. 
7. Kapan kaur keuangan melaporkan 
buku kas umum kepada sekretaris 
desa ? 
Setiap akhir semester. 
 
D. Pelaporan 
No  Pertanyaan  Jawaban  
1. Bagaimana proses penyusunan 
laporan pelaksanaan APBDesa ? 
 
Sekdes menyusun laporan pelaksanaan 
APBDes lalu diserahkan kepada kades  untuk 
dilanjutkan ke bupati melalui camat. 
2. Kepada siapa laporan pelaksanaan 
APBDesa tersebut disampaikan ?  
Bupati, BPD, dan masyarakat. 
3. Apa saja laporan yang terdapat dalam 
laporan pelaksanaan APBDesa 
tersebut ? 
Penyelenggaraan pemerintah, pemberdayaan, 
pembinaan masyarakat, pembangunan fisik. 
4. Kapan laporan-laporan tersebut 
disampaikan kepada bupati ? 
 
Setiap akhir tahun anggaran. 
 
E. Pertanggungjawaban 
No  Pertanyaan  Jawaban  
1. Kapan pemerintah desa melaporkan 
pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDesa dan kepada 
siapa?  
Setiap akhir tahun anggaran kepada bupati. 
Laporan pertanggungjawaban ditetapkan 
dengan peraturan desa yang memuat realisai 
pelaksanaan APBDesa kepad bupati. 
2. Apakah kepala desa telah melaporkan 
pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDesa ? 
Ya  
3. Terdiri dari apa saja isi laporan 
pertanggungjawaban realisasi 
APBDesa tersebut ? 
 
Penerimaan, belanja dan biaya, dan dokumen 
fisik. 





menyampaikan laporan realisasi 
anggaran pelaksanaan APBDesa 
melalui media tertentu ? jika ada, 
media apa sajakah itu ? 
5. Kapan laporan realisasi dan 
pertanggungjawaban disampaikan 
kepada masyarakat ? 
Belum ada penyampaian kepada seluruh 
masyarakat. 
6. Informasi apa sajakah yang 
disampaikan kepada masyarakat 
dalam pertanggungjawaban 
RAPBDesa ? 
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